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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya perpagjakan di Indonesia di tetapkan berdasarkan

negara

sektor pajak.

1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut : “segala pajak dipungut
berdasarkan undang-undang demi kepentingan negara dan ditunjukan
kesejahteraan rakyat”.

Pgak adalah sdah satu alat yang digunakan pemerintah didalam

mencapal tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung



maupun tidak langsung dari masyarakat, untuk itu diperlukan adanya
kesadaran dari masyarakat akan kewagjiban pajaknya karena pagak yang
dikumpul digunakan untuk kepentingan dan membiayai pengeluaran rutin
serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pajak merupakan fenomena umum sebagai sumber penerimaan negara
yang berlaku di berbagai negara.. Tiap negara membuat aturan dan dalam
mengenakkan dan memungut pajak di negairanya. Bagi Indonesia, penerimaan
pajak sangat.besar perannya dalani-mengamankan anggaran negara dalam
APBN, setiap. iahun. " Kondisi' itutercepa ketika harga, minyak bumi
beriluktuasi di pasar internasional dalam kurun waktu vang reletif. panjang
pada awal dekade 1980-an. Flukiuas harga tersebut telah imembuat struktur
penerimaan negara yang saat”fiu'-sengat mengandalkan penerimaan dari
minyak bumi dan gas (mfgade tidek “bisa diandalkan lagi untuk
kesinambungannya. Dari aspek budgeting; bila penerimaan andalan dari migas
tetap di pertahankan, maka akan merusak tatanan atau struktiur penerimaan
negara dir APBN. Akibatnya, pembangunan nasional. yang telah dilaksanakan
dan diprogramkan diberbagel hidang, dan membutuhkan biaya saat itu, bisa
sgjatidak dapat dil aksanakan sesuai-dengan rencana (program pembangunan).

Sumber penerimaan negara dari sektor pajak ada banyak macamnya.
Salah satu adalah pajak penghasilan badan, yaitu pajak penghasilan yang
dikenakan kepada sebuah badan usaha atas penghasilan dan laba usahannya
baik dalam negeri maupun pendapatan diluar negeri. Salah satu kewajiban

wajib pgak khususnya wajib pajak adalah menyelenggarakan pembukuan



sebagai suatu proses yang dilakukan secara teratur untuk menyusun laporan
keuangan.

Dalan rangka menyukseskan pembangunan nasional, peranan
penerimaan pajak sangat penting dan mempunyai kedudukan yang strategis.
Tidak mungkin pemerintah dapat mengerakkan roda pemerintahan dan
pembangunan nasional tanpa+s adanya dukungan dana, terutama yang
bersumber dari penerimaan pajak. Oleh sebab. itu setigp tahun penerimaan
pajak senantiasa diupayakan untuk. terus. menngkat-Ada tiga unsur yang
menentukan penerimaan pajak; yakni undang-undang perpaakan yang tepat,
kepatuhan serta kesadaran dari Wajib Pajak dan aparat perpajakan yang cakap
dan bersih.

Bagi perusahaan atau betan-tseha, pajak merupakan salah satu beban
utama yang akan mengurangi-taba=bersih. Minimalisasi beban pajak dapat
dilakukan dengan -berbaga cara, mula dari penghindaran pajak (tax
avoidance) sampai pada penggelapan pajak (tax evation). Penggelapan pajak
merupakan cara meminimalisas atau menghapus. sama sekali utang pajak
yang tidak sgaan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, seperti
meninggikan harga pembelian, merendahkan penghasilan yang diperoleh,
meninggikan beban usaha atau melakukan pembayaran dividen secara diam-
diam. Upaya minimalisasi dengan cara ini, selain tidak sgalan dengan prinsip
mangjemen dan etika bisnis, juga mengandung risiko pelanggaran hukum.
Sedangkan penghindaran pagjak, walaupun masih mempunyai konotas yang

sama sebagai tindakan kriminal, namun suatu ha yang jelas berbeda disini,



bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang
lingkup perpgjakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

Perencanaan merupakan fungs utama dari managemen. Secara umum
perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan
kemudian menjadikan strategi, taia.cara pelaksanaan program dan operasi
yang diperlukan untuk-mencapal tujuan perusahaan.

Tujuan~utama. yang. seharusnya dicapai olel~mangemen perusahaan
ialah memberikan keuntungan. yang.imaksimal untuk jangkapanjang kepada
para pemodal atau pemegang saham yang sudah menginvestasiken kekayaan
dan mempercayakan pengel olaannya kepada perusahaan. Keuntungan tersebut
harus diperoleh dengan memaiuhi petaturan perundang-undangan perpajakan,
baik pajak dacrah maupun pajaipusat. Sebagal wajib pajak, setiap perusahaan
harus mematuhi - dan melaksanakan Kewagjiban pajaknyasesuai dengan
perundangundangan perpajakan.

Pada umumnya perencanaan pajak (tax planning) mengacu pada proses
merekayasa usaha dan fransaks Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam
jumlah yang minimal, tetapi—masih-dalam bingkai peraturan perpaakan.
Namun demikian perencanaan pajak dapat diartikan sebagai perencanaan
pemenuhan kewagjiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu,
sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Perencanaan pagjak sama sekali tidak bertujuan untuk melaksanakan

kewgjiban perpgjakan dengan tidak benar, tetapi berusahaa untuk



memanfaatkan peluang berkaitan dengan peraturan perpgjakan yang
menguntungkan perusahaan dan tidak merugikan pemerintah dengan cara
yang legal.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam mangemen pajak.
Mangjemen pagak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban
perpajakan dengan benar, tetapi-fumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan
seminima mungkin untuk: memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.
Langkah sdanjutnya: edalah  pelaksanaon, kewaliban perpgjakan (tax
implementation),. dan * pengendahian . pajak (tax.’contre!). Pada tahap
perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian. terhadap
peraturan perpajakan.- Tujuannya adalah agar dapat dipilin”jenis tindakan
penghematan pajak yang dilektien'-Rada umumnya penekanan perencanaan
paj ak adalah untuk meminimalkan kewajiban paak.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menjalankan perencanaan
pajak dalam meminimakan jumiah paak penghasilan (PPh) terutang badan
yaitu “denganr  memaksimakan  penghasilan. < yang  dikecualikan,
memaksimelkan biaya fiskal, meminimakan biaya yang tidak diperkenankan
sebagal pengurang serta pemilihan metode akuntans.

Dalam penyusunan laporan keuangannya, perusahaan mengikuti suatu
prinsip akuntansi yang berterima umumnya yaitu Standar Akuntansi
Keuangan (SAK). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar

akuntansi keuangan dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial.



Shilatua dan Noviari (2013), meneliti tentang penerapan perencanaan
pajak penghasilan pasal 21 sebaga strategi penghematan pembayaran pajak,
hasil penelitian menunjukkan bahwa menerapkan metode Gros Up pada
perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, penambahan beban gaji pada perusahaan
tidak menjadi beban bagi perusahaan karena kenaikan ini akan menurunkan
laba sebelum pajak sehingga pajék penghasilan badan perusahaan akan turun.

Sugeng (2011),meneliti tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap
efisiens beban pajalc penghasilan; hesl penelitian.. menunjukkan bahwa
perencanaan pajak berpengaruh terhadap cfesiensi beban pajak penghasilan
sebesar 96,2 % dan ada faktor lan sebesar. 3,8 % yang juga ikut berpengaruh
terhadap efisensi beban pajak penghasilan yang tidak diteliti oleh penulis.

Ifadhoh dan Amanah - (2013}, " meneliti tentang Implementasi Tax
Planning pajak penghasilan “badan=PT. Indojaya Mandiri, hasil' penelitian
menun; ukkan bahwa PT.Indojaya Mandiri belum memaksimaikan penerapan
tax planning sehingga ditemukan heberapa biaya-biaya yaing dikoreksi fiskal,
perusahaan hanya mengiginkan pembayaran pajak seminim  mungkin tentang
bagaimana caranya agar tercapai tujuan tersebut hanya menilai nimonal yang
dibayarkan.

Dengan uraian diatas menjadi dasar pertimbangan penulis untuk
melakukan pembahasan dengan judul : ”Analisis Penerapan Perencanaan
Pajak Penghasilan Badan Guna Meminimalkan Pembayaran Pajak

Penghasilan Badan pada PT. Bumi Sarana Beton”.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas perlu dirumuskan terlebih
dahulu permasalahan yang ada. Adapun yang menjadi rumusan masalah
adalah “Bagaimanakah penerapan perencanaan pajak penghasilan badan yang

sesuai dengan Undang-Undang perpajakan untuk meminimalkan pembayaran

pajak penghasilan badan yang harusdibayar PT. Bumi Sarana Beton”.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis,
sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi
dunia pendidikan.

2. Manfaat praktis



Memberikan tambahan pengetahuan tentang penerapan kebijakan
perencanaan paak penghasilan badan pada perusahaan yang telah
dipelgjari melalui teori dimasa perkuliahan dan memberikan masukan bagi

perusahaan untuk mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan

operasi dalam mencapai laba maksimal melalui perancanaan pajak.
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pajak

Ditinjau dari %gl Sej 3 Hn sudah ada sgjak jaman dahulu
kala yang saat itu.pée ' a dari rakyat kepada rgjanya. Pada

0 FK{ E"‘ S Mu H:‘.'I\\ fan secara cuma-cuma)

ﬁ,\\d hhff/) ]

- t‘b‘!"lf’&b“ =r;§wﬂ' *

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 6 Tahun 1983

sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang No. 28
Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah
"kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

10
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mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak”
yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah :

Menurut Rachmat Sumitro (1994) guru besar dalam Hukum Pajak
pada Universitas Padjgaran, «Bandung dalam Sitti Resmi (2009)
mengemukakan bahwa dapat diketahui bahwa:

“pajak adalah “iuran . rakyat = Kepada Kkas, negara berdasarkan
undangundang (dapat ci paksakan)-dengan tidak imendapat jasa timbal balik
(kontraprestasi) yang |angsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk
membiayal pengeluaran umum”.

Lebih lanjut Soeparmal *Seemahamidjadja (2002) mengemukakan
bahwa Paak adalah iuranKepada negara (yang dapat dipaksakan) yang
terhutang oleh wajib pajak membayarkan menurut peraturan-peraturan
dengan tidak mendapaikan prestasi kembali, yang langsung dapat ditujuk
yang gunanya adalah untuk membiayal pengeluaran-pengeluaran umum
yang berhubungan  ‘dengan tugas negara untuk - menyelenggarakan
pemerintahan.

Munawir S. (2002), memberikan pengertian, “pajak adalah iuran
rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikiler ke
sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan)
dengan tidak mendapat jasa timba yang dapat ditujukan dan digunakan

membiayai pengeluaran umum?”.
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Unsur pajak menurut Mardiasmo (2011) yaitu :
1. luran rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak adalah negara, iuran tersebut
berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang

5

Pajak dipungut berds

=

sarkan atau dengan ketentuan undang-

“Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber
keuangan negara) dan fungsi regulerend (mengatur)”
Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2009) menyebutkan

bahwa fungsi pajak sebagai berikut:
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“Umumnya dikenal dengan dua macam fungsi pajak yaitu fungsi
budgetair dan fungsi regulerend”

Berdasarkan pengertian diatas umumnya dikenal dengan 2 (dua)
macam fungsi pgak yaitu fungs budgetair dan regulerend. Uraian
mengenai fungsi pajak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Budgetal \ negara) yaitu, pajak merupakan

sumber dana’ &

ntuk membiayai  pengeluaran-
s mua,q\ -
‘.*\NKAQ‘;

\\\d‘hﬁ; . _‘ ah dalam

SO ’Iﬁzhu—\# KO u‘

pat dikelompokkan
dalam beberapa cara, dalam hal ini akan dikemukakan pengelompokan
sebagaimana yang ditulis oleh Mardiasmo adalah sebagai berikut :
1. Menurut Golongannya

a. Pgak langsung, yaitu pgjak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib

pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pajak lain.
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b. Pgak tidak langsung, yaitu pagak yang pada akhirnya dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut Sifatnya
a. Pgak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

b. Pajak Objektif, yaitu pajel

subjektif yang pe
Dalam pajak penghasilan tarifnya dapat dibedakan menjadi beberapa
tarif,sebagai berikut :
1. Tarif marginal
Persentase tarif ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan

pajak. Sebagai contoh , tarif pagak penghasilan untuk tahun 2009 bagi
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wajib pagak orang (perhatikan contoh tarif progresif) bahwa tarif
margina untuk setiap tambahan penghasilan kena pajak yang melebihi 0
sampai dengan Rp.50.000.000,00 sebesar 5% yang diikuti pula setiap
tambahan penghasilan kena paak diatas Rp.50.000.000,00 sampai
dengan tarif marginal 15% dan seterusnya.

2. Tarif efektif

|I

mereka yang berhak yaitu ahli waris.
c) Badan
Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
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d) Bentuk usahatetap (BUT)
Perusahaan luar negeri yang bergerak dalam kegiatan ekonomi

suatu negara, dalam hal ini negara Indonesia.

Subjek pajak dapat pula dibedakan yaitu subjek pajak dalam negeri
dan subjek pajak luar negeri. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa subjek

pajak 15 dalam negeri adalah hvpajak membuat SPT sementara subjek

b.) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
c) Labausaha
d.) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta:
1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan

dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
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2. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan
lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu
atau anggota.

3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,

pemecahan atau pengambilalihan usaha.
4. Keuntungan karta berupa hibah, bantuan atau
an, -kec Gl ada keluarga sedarah dalam

\C! \‘
*- € A

usaha koperasi.
h.) Royalti.
i.) Sewadan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

j.) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala contoh leasing.
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k.) Keuntungan karena pembebasan utang kecuali yang diatur pada PP 130

1)

Tahun 2000 (atas keuntungan karena pembebasan utang debitur kecil
termasuk Kukesra, KUT, KPRSS, KUK dan kredit kecil dan hanya
dapat dinikmati satu kali dalam satu tahun pajak sampai dengan jumlah

Rp 350 Juta).

dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh
penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis

keturunan lurus satu dergjat, badan keagamaan, badan pendidikan,
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badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang
menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

b. Warisan.

c. Hartatermasuk setoran tunai yang diterima oleh badan.

penyertaan modal

pat kedudukan di

Indonesia dengan syarat:

1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan

usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham
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pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua
puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

. luran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya
telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi

kerja maupun pegawai.

o i ,ifz

. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya
diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.

Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba

yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian
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dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang
membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan
prasarana kegiatan pendidikan dan/atau  penelitian  dan
pengembangan, dalam jangka waktu 20 paling lama 4 (empat) tahun
sgjak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri K euangan.

lainnya, transaksi

derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham
atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang

diterimaoleh perusahaan modal ventura;
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d. Penghasilan dari transaks pengaihan harta berupa tanah dan/atau
bangunan, usaha jasa konstruksi, usahareal estate, dan persewaan tanah
dan/atau bangunan; dan

e. Penghasilan tertentu lainnya, Pagak-pgak tersebut selanjutnya

dinamakan PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh. 21 Pgjak Penghasilan bersifat

final yang tersebut diatas adalah

=

1. PPh final Pasg

pajak adalah sarana
untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak
yang di bayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan
likuiditas yang diharapkan.

Upaya untuk melakukan penghematan pajak secara legal dapat

dilakukan melalui mangjemen paak. Soprah mendefenisikan bahwa
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mangjemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewgjiban perpaakan
dengan benar tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk
memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Tujuan mang emen pajak terbagi dua yaitu :

a. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.

b. Usaha efisien untuk mencapaitlaba dan likuiditas yang seharusnya.

a
LU

pemerintah, melalui apa yang disebut penghindaran pajak (tax

avoidance) yang merupakan perbuatan legal yang masih dalam ruang
lingkup  peraturan  perundang-undangan pagjak dan  bukan

penyelundupan pajak.
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Sedangkan menurut Suandy (2006), perencanaan pajak adalah
langkah awal dalam mangemen paak. Pada tahap ini dilakukan
pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat
diseleks jenistindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Perencanaan pajak sebenarnya juga merupakan suatu bagian dari
anggraan induk perusahaan, dalam hal ini tercakup dalam beberapaitem
anggaran, yaitu-anggaran PPN termasulk-dalam anggaran penjualan dan
pembelian, sementara. anggaian PPh badan ‘merupakan bagian dari
anggarai-iaba rugi dain'anggacan kas, namun peilu dibuat secara
terpisah dan terperinci agar supaya mudah dianalisis oleh manaemen
perusahaan.

Tujuan Perencanean, Pajal adalah merekayasa agar beban pajak
(Tax Burden) serendah mungki v dengan memanfaatkan peraturan yang
ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan undang-tmdang maka tax
planning disini sama dengan tax avoidance karena secara hakikat
ekonomis kedua-duanya berusaha untuk memeaksimalkan penghasilan
seteleh pajak (after tax return) karena paak merupakan unsur
pengurang laba yang-tersedia baik-untuk dibagikan kepada pemegang

saham maupun diinvestasikan kembali.

b. Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak
Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin

tinggi, seorang manger dalam membuat suatu perencanaan pajak
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sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan
harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun
internasional. Agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan

harapan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai

urutan tahap-tahap berikut ini

“e -‘i‘\fi¢ O

perencanaan pajak yaitu :

1. Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai usur biaya yang

dapat diefisienkan.
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2. Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang dikelola
secara tepat perusahaan dapat menyusun anggaran kas lebih akurat
mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak.

3. Menentukan waktu pembayaran, sehingga tidak terlalu awal atau

terlambat yang mengakibatkan dikenakannya denda atau sanksi.

4. Membuat data-data. terbaru untuk mengaupdate peraturan

o {' . S MUH"" 3=prinsip sebagai berikut :
éi‘e’é PKASS qﬁ:’&:() 1 perpaakan yang

- M/

(-ll*[ li. =0

Dalam perencanaan pajak nasional pemilihan atas dilaksanakannya
atau tidak suatu transaksi hanya bergantung terhadap transaksi
tersebut.

2. Perencanaan pajak Internasiona (International tax planning) Yaitu

perencanaan pajak yang dilakukan berdasarkan undang-undang
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domestik dan juga harus memperhatikan perjanjian paak (tax

treaty) dan undang-undang dari negara-negara yang terlibat.

e. Strstegi Perencanaan Pajak

1. Taxsaving

Yaitu up vajib., pajak mengelakkan hutang pajaknya

an \., membeli produk —produk

berlaku, perusahaan

dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan yaitu :
a) Sanks administrasi berupa denda, bunga atau kenaikan
b) Sanks denda pidana atau kurungan

4. Menunda Pembayaran Kewagjiban Pgjak
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Menunda pembayaran kewagjiban paak tanpa melanggar
peraturan berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran
PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur

pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan.

5. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan

c) Bukti-bukti  pendukung memadai, misanya dukungan
perjanjian, faktur dan juga perlakuan akuntansinya (accounting

treatment).
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f. Aspek —Aspek Perencanaan Pajak
Daam buku perencanaan pajak sebagai langka peningkatan
kepatuhan dan efisiensi pajak, dijelaskan beberapa aternative untuk
mengolah variabel — variabel kritis tersebut, yakni melalui aspek-aspek:

1. Proyeks pajak

2. Bentuk usaha

Daam proyeksi—proyeksi tersebut, perusahaan dapat memiliki
laba yang tinggi serta cash flow bersaldo kecil, atau mementingkan
saldo laba yang lebih kecil, pembayaran pgjak yang kecil, serta saldo
kas yang besar. Saldo yang lebih kecil berarti membawa keuntungan

bagi perusahaan.
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2. Bentuk Usaha

Bentuk usaha juga berpengaruh pada pemajakan, bentuk usaha
misalnya : PT, Koperasi, CV dengan modal yang terdiri dari saham,
firma, persekutuan atau perorangan.

a) Perseroan Terbatas (PT)

Bentuk usaha .f.n PT, para pemegang sahamnya

terdiri r:*' gan. berakibat lain dari segi

' # r-ﬁ" MUH:‘ ian lab di

pema v Peng rl A a yang diterima
)

o5 NS KAS S e \

ang saham, bukan

pengiriman antar cabang, tidak perlu dikenakan PPN, jadi tidak perlu
mengeluarkan PPN.
3. Bidang usaha
Bidang usaha tertentu yang memperoleh perlakuan perpajakan

yang berbeda, misalnya untuk perusahaan kontruksi dikenakan pajak
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penghasilan sebesar 2% dari penjualan dan bersifat final berdasarkan
peraturan pemerintah No0.140 tahun 2000 tentang PPh atas
penghasilan dari usaha dari jasa kontruksi yang ditetapkan tanggal 21
desember 2000 dan keputusan menteri keuangan

No0.559/KMK.04/2000 yang mulai berlaku 26 desember 2000. Jika

undangundang No. 17 tahun 2000 pasal 10 ayat 6 adalah “persediaan

dan pemakaiaan persediaan untuk perhitungan harga pokok dinilai
dengan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan
cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama”. dalam

keadaan harga barang cenderung naik, maka average method akan
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lebih menguntungkan, karena harga pokok penjualan akan lebih 30
besar bila dibandingkan dengan metode FIFO akan lebih
menguntungkan, karena persediaan akan lebih kecil dan harga pokok
persediaan akan lebih kecil. Dengan pertimbangan bahwa, setiap

perusaahaan memiliki metode perhitungan persediaan yang konstan

tiap tahunnya.

b. Sewaguna

/qf'!\% MUH-‘@M va- tetap juga sangat
,\PLKAS -44) i segi

Yt hk\\‘ ‘,l!!tﬂ’/

nnw
|-angsuran  lebih besard
Y N\BEANZ

1. Sampal dengan Rp 50.000.00,00 5%
2. Diatas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00 15%
3. Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 25%
4. Di atas Rp 500.000.000,00 30%

b. WP Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28 %
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2. Tarif PPh No. 17 Tahun 2000

a. WP Orang pribadi

1. Sampai dengan Rp 25.000.00,00 5%
2. Diatas Rp 25.000.000,00 s.d Rp 50.000.000,00 10 %
3. Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00 15 %

d Rp 200.000.000 25%

4. Diatas Rp.lOO

=\ ﬂh& /)
. #f:‘f ahari ;.h. Uk Wajib

30 %

an di Indonesia yang
berlaku, yang melarang Wajib Paak melakukan mangemen paak
sehingga usaha-usaha mengelola kewagjiban perpajakan dalam manaemen
keuangan dengan tepat untuk tujuan meminimalkan jumlah pagjak terutang

merupakan tindakan sah dan legal.
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8. Pemilihan Metode Akuntansi
a. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan
sepanjang masa manfaat yang diestimasi (PSAK 17). Penyusutan perlu
dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aset tersebut
semakin berkurang. Mulal tahun 1995, Wajib pajak diperkenankan
unutk memilih-metode penyusutan iinal, untuk aktiva tetap berwujud
bukan_bangunan, yatu metode penyusutan garis lurus (straight line)
dan kedua, metode penyusutan sl do‘menurui; sehingga menghasilkan
biaya penyusutan yang besar yang dapat mengurang! laba kena pajak.
Jika diperkirekan awal-awal tahun tnvestas belum bisa memberikan
keuntungan, laba yang diperalen kectl atau timbul kerugian, maka
sebaliknya memilih “metode’ penyusutan garis  lurus karena

menghasilkan biaya penyusutan yang lebih kecil .

b. Penyusutan Berdasarkan Peraturan Perpajakan.

Sebagaimanatelah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU PPh No. 36
tahun 2008, bahwa pengeluaran-untuk mendapatkan manfaat, menagih,
dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat |ebih dari
satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan
melalui penyusutan. Hal ini sesuai dengan kelaziman dunia usaha dan
selaras dengan prinsip perbandingan antara pengeluaran dan

penerimaan, dalam ketentuan ini pengeluaran untuk mendapatkan,
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menagih dan mempertahankan penghasilan yang mempunyai masa
manfaat lebih dari satu tahun tidak dapat dikurangkan sebagai biaya
sekaligus pada tahun pengeluarannya. Namun demikian, dalam
perhitungan dan penerapan tarif penyusutan untuk keperluan pajak

perlu diperhatikan dasar hukum penyusutan fiskal, karena dapat

berbeda dengan pntans
]

al mengharuskan penyusutan
\ iva, tidak lagi secara

Standar Akuntansi
Badan Akuntans
Keuangan tentang Aset tetap dan Aset Lain-lain, PSAK Nomor 17
tentang Akuntansi Penyusutan.

Aset tetap adalah aset berwujud dalam bentuk siap kali atau

dibangun lebih dulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak
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dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan
dan mempunyai masa manfaat |ebih dari satu tahun.
penyusutan adalah setiap bagian dari aset tetap yang dimiliki

biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh

asset harus disusutkan secara terpisah.

Oleh karena itu, penyusutan tidak berhenti pada saat asset
tersebut tidak dipergunakan atau dihentikan penggunaannya kecuali
apabilatelah habis disusutkan. Namun apabila metode penyusutan yang
dipergunakan adalah ustage method (seperti unit of production method),

maka beban penyusutan menjadi nol bilatidak ada produksinya.
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9. Koreks Fiskal
Daam mempertimbangkan tentang materi  penyusunan
perencanaan paak harus mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan
dengan koreks fiskal. Pada dasarnya koreksi fiskal terjadi karena adanya

penyesuaian terhadap Laporan Keuangan Nasional, penyesuaian tersebut

didasarkan pada per sehingga dapat menghasilkan
Laporan Keuan ingan ini koreksi fiskal dapat

I \
ﬂ.&‘%%&ggmb peciaan.yar
o g

1

1 vang berkénaansterhadap r C afal Dlaya tertentu

n‘ 1
laan yar yabk a adanya
f ) ‘*u‘ ;

JE’A“A e (S N ansi keuangan.
\ e Mﬁmﬂ'f!

dap duaperbedaan tersebut yang juga

| Perhed
o

disebut koreks fiskal akan mempengaruhi secara langsung terhadap
Penghasilan Kena Pgak (PKP), dadam ha ini koreks fiskal dapat
dibedakan menjadi dua bagian yaitu :

a Koreks Fiskal Positif
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Koreks fiskal positif terjadinya perubahan penambahan terhadap
pendapatan atau biaya yang terdapat dalam laporan keuangan komersil
yang disusun untuk kepentingan laporan keuangan fiskal.

b. Koreksi Fiskal Negatif

Koreks fiskal negatif ialah terjadinnya perubahan pengurangan

terhadap pendapatan atau biaya.yang terdapat dalam laporan keuangan

komersil yang disustinuntuk kepentingai laporan keuangan fiskal.

B. Pendliti. Terdahulu

Penelitian yang mengkaji behubungan dengan pajak penghesilan badan
menunjukan hasil yang berbeda-beda,

Sahilatua dan Noviari (2013)7"ieneliti tentang penerapan perencanaan
pajak penghasilan pasal 21".schaga penghemaian pembayaran pagjak,
berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan bahwa menerapkan metode
Gros Up pada perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, penaimbahan beban gqji
pada perusahaan tidak menjadi beban bagi perusahaan karena kenaikan ini
akan menurunkan laba ssbelum paak  sehingga pajak penghasilan badan
perusahaan akan turun.

Sugeng (2011), meneliti tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap
efisenss beban pgak penghasilan, berdasarkan hasil penelitian bahwa
perencanaan pajak berpengaruh terhadap efesiensi beban pgjak penghasilan
sebesar 96,2 % dan ada faktor lain sebesar 3,8 % yang juga ikut berpengaruh

terhadap efisensi beban pajak penghasilan yang tidak diteliti oleh penulis.
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Ananda dkk (2015), meneliti tentang pengaruh sosialisasi perpajakan,
tarif pajak, dan pemahaman perpaakan terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil
penelitian menunjukkan bahwa sosiaiasasi perpajakan memiliki pengaruh
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,252, tarif pgjak memiliki
pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib paak sebesar 0,413, dan
pemahaman perpajakan memiliki ‘pengaruh signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak sebesar 0,217

Mauja.dki (2015), menelitl-ientang analisis penerapan perencanaan
pajak pada wasb  pajak badan di £T. Elsadel Seivo Cons,whasil penelitian
menunjukkan bahwa PT. Elsadi Sevo Cons telah menerapkan perencanaan
pajak dengan dua strategi yaitu melakukan pendidikan dan pengembangan
sumber_daya manusia_ serta perrberian tunjangan tidak dalam bentuk natura
dan berhasil menghemat pajak yang«dibayarkan.

Chaezahranni- (2016), meneliti tentang penerapan perencanaan pajak
(Tax Plarining) atas pemotongan pajak penhasilan pasal 21. pegawai tetap PT.
RSA dalam meminimalkan paak pengahasilan  badan,  hasil penelitian
menunjukkan bahwa adanya perencanaan’ pajak dengan metode gros up
memberikan pengaruh terhadap besarinyapaak penghasilan badan.

Dewi dan Setiawati (2011), meneliti tentang analisis dampak perubahan
UU pgak penghasilan terhadap besarnya pajak penghasilan pada PT. JAJ,
hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian penyebabnya adalah adanya

ketidaktelitian dalam menghitung PPh Terutang perusahaan dan konsultan
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pajak yang belum sepenuhnya mematuhi kewajiban perpajakan sesusi dengan
ketentuan perpajakan.

Wulandari (2015), meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
penerimaan paak penghasilan pada KKP Pratama, hasil penelitian
menunjukkan bahwa variabel bebas yang mempengaruhi penerimaan pajak
penghasilan adalah kepatuhan.waejib pajak, pemeriksaan pajak, peningkata
penghasilan tidak kena pajak (PTKP), dan kebijakan sunset policy jilid 2.

Ifadhoh~dan Amanah (2013), menhelitt tentang implementasi Tax
Planning pajakspenghasiian badan-PT. . Indojaya.Viandiri,shasil penelitian
menunjukkan bahwa PT.Indojaya Mandiri belum memaksimalkan penerapan
tax planning sehingga ditemukan beberapa biaya-biaya yang dikoreksi fiskal,
perusahaan hanya mengiginkan pembeayaran pajak seminim. mungkin tentang
bagaimana caranya agar tercapai-tiian tersebut hanya menilal nimonal yang
dibayarkan.

Dwiyanti dan Sukartha (2013), meneliti tentang pengaruh perubahan
tarif pgak penghasilan badan tahun 2010 pada. manaemen laba, hasil
penelitian menunjukkan tidak mengindilasi kan bahwa perusahaan mel akukan
mangjemen laba untuk meminimalkan-beban pajak yang dibayar sebelum
perubahan tarif pajak penghasilan tahun 2010.

Kaangi (2014), meneliti tentang perencanaan pajak penghasilan pasal
21 pada Hotel Sahid Kawanua Manado, hasil penelitian menunjukkan bahwa
Hotel Sahid Kawanua Manado telah menerapakan perencanaan dengan baik

yaitu dengan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan yang dapat
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mengurangi penghasilan bruto perusahaan untuk meminimalkanbeban pajak

tanpa melanggar undang-undang yang berlaku.

Tabel 2.1
Jurnal Penelitian Terdahulu
Nama Penelitian :
No | dantehun Judul Nrane Metode Hasil Pendlitian
Penelitian

1 | Shalitua & | Penerapan Perenncanaan Andlisi Menerapkan metode Gros
Noviari, perencanaan pajak, PPh pasal. | “kuantitatif Up pada perhitungan PPh
(2013):  231- | pajak 21 metode | deskriptif Pasal 21 karyawan,
250. penghasilan gross up penambahan beban gaji pada

pasal 21 sebagei perusahaan tidak menjadi
strategi beban bagi  perusahaan
pengheratan karena kenaikan ini akan
pembayaran menurunkan laba sebelum
pajak. pajak sehingga  pajak
penghasilan badan
perusahaan akan turun.

2 | Sugeng, Pengaruh Perencanaan Populasi dan | Perencanaan pajak
Vol.11 No.2 | perencanaan pejak» ~efisiensi | sampel, berpengaruh terhadap
september pajak-terhadap benan'pajak Operasional |- efesiensl beban paj ak
(2011) efisiensi-beban Variabel penghasilan sebesar 96,2 %

pajak dan eda faktor lain sebesar

penghasilan 38 % yang juga ikut
berpengaruh terhadap
efisensi beban pajak
penghasilan yang  tidak
diteliti oleh penulis.

3 | Ananda = dkk; | ‘pengaruh Sosialisas Explanatory | Sosialiasasi perpajakan
Vol.6 " No.2 | sosidisasi perpajakan, tarif | research memiliki pengaruh
(2015) perpgjakan, tarif | pajak, signifikan terhadap

pajak, dan /| pemahaman kepatuhan  wajib  pajak

pemahaman perpajakan, sebesar 0,252, tarif pajak

perpajakan kepatuhan wajib memiliki pengaruh

terhadap pajak signifikan terhadap

kepatuhan wajib kepatuhan  wajib  pajak

pajak sebesar 0,413, dan
pemahaman perpajakan
memiliki pengaruh
signifikan terhadap
kepatuhan  wajib  paak
sebesar 0,217.

4 | Mugadkk, Analisis Perencanaan Deskriptif PT. Elsadi Sevo Cons telah
Vol.3No. 4 penerapan paj ak, analisi menerapkan  perencanaan
Desember perencanaan minimalisasi, pajak dengan dua strategi
2015, Hal.82- | pajak pada | pajak yaitu melakukan pendidikan
91 wajib pajak | penghasilan dan pengembangan sumber
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badan di PT. daya manusia serta
Elsadi Servo pemberian tunjangan tidak
Cons dalam bentuk natura dan
berhasil menghemat pajak
yang dibayarkan
Chaezahrani, Penerapan Perencanaan Deskriptif perencanaan pajak dengan
(2016) perencanaan pajak, PPh pasa | kualitatif metode gros up memberikan
pajak (Tax 21 pengaruh terhadap besarnya
Planning) atas pajak penghasilan badan
pemotongan
pajak
penghasilan
pasal 21
pegawai tetap
PT. RSA.dalam
meminimalkan
pajak
penghesilan
badan
Dewi & 1. Analis's dampak. i Koreks, Anélis Adanya ketidaktelitian
Setiawati perubghan  UU | perhitungan, explanaiory | dalam  menghitung  PPh
Voli2  No.2 | pagak PPh badan 25, Terutang perusahaan dan
November penghasilan kredit pajak konsultan-pajak yang belum
2011: 949-964 | terhadap dalam negri, sepenuhnya mematuhi
besarnya . pajak, | penyusutan kewajiban perpajakan sesusi
penghesian dengan ketentuan
pada PT.JAJ perpajakan
\Wulandari, Faktor-faktor Kepaitihan Analisis variabel bebas yang
Vol.1  No.l | yang wejlb pajak, |- regres mempengaruhi  penerimaan
November mempengaruhi pemeriksaan berganda pajak = penghasilan adalah
2015 penerimaan paak,  PTKR, kepatuhan  wajib  paak,
pajak sunset policy pemeriksaan pajak,
penghasilan peningkata penghasilan tidak
pada KKP kena paak (PTKP), dan
Pratama kebijakan sunset policy jilid
2
Ifadhoh & Implementasi Tax Planning, | Andisis PT.Indojaya Mandiri belum
Amanah, Tax  Planning | penghematan deskriptif memaksimalkan penerapan
Vol.2 No.10 | pajak pajak, pajek tax planning  sehingga
(2013) penghasilan pennghasilan ditemukan beberapa biaya-
badan PT. biaya yang dikoreks fiskal,
Indojaya perusahaan hanya
Mandiri mengiginkan  pembayaran
pajak seminim  mungkin
tentang bagaimana caranya
agar tercapai tujuan tersebut
hanya menilai nimonal yang
dibayarkan
Dwiyanti & | Pengaruh Manajemen Andlisis Tidak mengindikasikan
Sukharta perubahan tarif | laba, aktivitas | regres bahwa perusahaan
(2013): 33-52 | pajak riil, tarif pajak | berganda melakukan mangjemen laba
penghasilan penghasilan, untuk meminimalkan beban
badan tahun | arus kas pajak yang dibayar sebelum
2010 pada | kegiatan operasi perubahan tarif paj ak

manajemen laba

abnormal, biaya

penghasilan tahun 2010
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produksi

abnormal
10 | Kalangi, Vol.2 | Perencanaan Perencanaan Analisis Hotd  Sahid Kawanua
No.4 pajak paj ak, deskriptif Manado telah menerapakan
Desember penghasilan penghasilan perencanaan dengan baik
2014, Hal. | pasd 21 pada | karyawan yaitu dengan memberikan
175-183 hotel Sahid tunjangan pajak kepada
Kawanua karyawan yang dapat
Manado mengurangi penghasilan

bruto  perusahaan  untuk
meminimalkanbeban pajak
tanpa melanggar undang-
undang yang berlaku

M eminimal akan PPh Badan

Gambar 2.1 kerangka fikir



. Rumusan Hipotesi
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Keterangan :

Penghasilan wajib pajak PT. Bumi Sarana Beton dikenakan pajak
sesuai dengan tarif pgjak yang berlaku. Untuk meminimalkan pajaknya, maka
PT. Semen Tonasa menerapkan perencanaan pajak badan pasa 29 sehingga

di peroleh pajak yang masih harus dibayar dapat ditekan.




BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada PT Bumi Sarana Beton yang merupakan

salah satu anak perusahaan PT_Hadji. K ala dimana sasaran utama perusahaan

tentang perpajakan dan UU Pajak Penghasilan.

c. Wawancara, yaitu teknik pengambilan data dengan cara melakukan tanya
jawab dengan pihak yang dianggap mengetahui informasi yang

dibutuhkan, dalam hal ini yang menyangkut dengan perpaj akan.
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C. Jenisdan Sumber Data
Jenis data yang penulis kumpulkan dan digunakan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut :

1. Jenisdata

a. Data kualitatif, yaitu data yang berisi kondisi perusahaan seperti latar

b. Data sekunder, yaitu peraturan prundang-undangan tentang

perpajakan yang berlaku dan laporan keuangan perusahaan.



46

D. Metode Analisi

Metode andlisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
analisis deskriptif. Adapun langka-langkanya adalah sebagai berikut.
1. Pengumpulan data yang diperlukan antara lain laporan laba/rugi

komersial, laporan labalrugi fiskal, neraca dan kebijakan-kebijakan

perusahaan.

. Melakukan pen



BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sgarah Singkat

PT. Bumi Sarana Beton merupakan salah satu anak perusahaan Kalla

Group, berdiri pada aw
H. gal .-. ran utama Perusahaan ini adalah

memproduksi-Be - nBeaRi
- / ?MK Svs 1 ningkat seiring
_,- .

4
; \\\\ A, y‘é‘?

996 melalw akta notaris Eddy Muljanto,

cansteen, dll

c. Penjualan materia : batu kali, pasir, sirtu, cora
d. Penjulan bataringan
Pabrik (Batching Plant) dengan luar 3 (tiga) Hektar yang berlokasi di

Kawasan Tanjung Bunga Makassar, didukung kapasitas alat yang memadai

48
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dengan 2 Bathing Plant yaitu Batching Plant System WET dan Dry dengan
kapasitas produkss 80 m3/jam sehingga mampu memberikan pelayanan
pengecoran dengan kuantitas besar dan juga Pabrik (Batching Plant) di
Kawasan Industri Makassar (KIMA) kapasitas 30 m3/jam sehinga mampu

memberikan pelayanan pengecoran dengan kuantitas besar.

Sejak 28 Sept Kami mendirikan lagi pabrik (Batching

Plant) sebanyak S«Produks 120 m3/jam untuk

78S MUHg . N\

K \:\s oSl S as proyek Tonasa

QI %\?’MS1SA4 j:##?é penyedian
!', N ,::,L kami, yang
“r.ﬂz'/

;‘: angloe; ’ K 5 4 pula

87

fara lain ng Blok,

agal bahan pengganti
bahan batu merah / batu bata yang sangat baik digunakan untuk pembanguna

rumah dan gedung perkantoran.



49

B. Vis, Misi, Kebijakan Mutu dan Nilai Perusahaan
1. Vis
Menjadi perusahaan yang unggul dan terdepan dalam industri beton dan
penyedia bahan bangunan.
2. Mis
a. Memuaskan pelanggan dengan pemenuhan kualitas, kuantitas, harga
dan wakt

N

lingkup kegiatan perusahaan.

c. Mengkomunikasikan ke seluruh karyawan dan menerapkan K3LL di
lingkungan perusahaan.
d. Peningkatan berkesinambungan pelaksanaan sistem mangemen

Kesehatan, Keselamatan kerja dan Lindungan Lingkungan.
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e. Mengutamakan profesianalitas dan inovasi.

f. Menerapkan sistem teknologi tepat guna.
4. Nilai-nilai Perusahaan

a. Kerjaibadah (working worship)

b. Apresiasi Pelanggan (costomer appreciation)

c. Lebih cepat (morefaste

. Lebih bai

¢

n yang dimaksudkan
itu adalah orang-orang yang melaksanakan pekerjaan, aat yang digunakan
serta metode yang digunakan dalam pengorganisasian. Bagian-bagian
tersebut tergambar dalamstruktur organisasi.

Struktur organisai PT.Bumi Saran Beton berbentuk stap dan line, yang

mana hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya masing-
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masing mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk menjalankan
tujuan-tujuannya dan mempunyai hubungan kerjasama satu dengan yang
lainnya. Adapun struktur organisasi PT.Bumi Sarana Beton ini terlampir

sebagaimana berikut ini :

o= \\\d‘hl.f//

'...r
‘\T‘ ‘ﬂ:‘w;‘; #’
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\/
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D. Job Description
a Direktur Utama
Direktur utama yang sekaligus sebagai pemilik perusahaan
bertanggu
ng jawab atas seluruh kegiatan perusahaan, menetapkan kebijakan-

mengkoordl nir  kegiatan-kegiatan

,!\ % I Il‘*"‘\"”'q
X

2. Bertanggungjawab mengontrol transaks penjualan diwilayahnya.
Melaporkan semua hasil transaksi penjualan yang ada diwilayahnya

kepada manajer pemesaran.
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3. Meakukan serangkaian kegiatan promosi dalam rangka
memperkenalkan kepada konsumen sesuai dengan kode etik
marketing.

4. Melakukan proses penjualan baik secara langsung maupu tidak

langsung.

7. Melaksanakan pemantauan secara berkala dilapanagn tentang
kualitas produk.

e. Staf Pemasaran
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Melakukan serangkaian kegiatan promos dalam rangka
memperkenalkan kepada konsumen sesuai dengan kode etik
marketing.

Melakukan proses penjualan baik secara langsung maupun tidak
langsung, melakukan penagihan kepada konsumen baim piutang
lama, maupun piutang barl

dan

jumlah produksi. Bertanggungjawab mengenai produks Yyang

dihasilkan.
Mengatur dan mengecek aat-alat, mesin-mesin yang akan
dipergunakan dalam proses produksi sebelum  pekerjaan

berlangsung.
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3. Berusaha menciptakan efisien pada segala bidang khususnya yang
berhubungan denganproses produksi.
4. Mengatur dan mempersiapkan baik berupa bahan baku maupun

bahan penolong yang akan dipergunakan dalam proses produksi.

5. Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari melapor dan

2. Mengatur pencatatan dan pengelolaan administrasi keuangan.

3. Mengadakan kontrol pelaksanaan administrasi keuangan dan
pembukuan.

4. Membuat laporan intern keuangan, perpajakn dan laporan bank.

5. Méapor dan bertanggungjawab kepada direktur.
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j. KepadaBagian Keuangan
1. Melakukan analisis keuangan perushaan seperti penetapan anggaran
dan analisis kinerja keuangan.

2. Mengawas pembagian upah/gaji.

3. Mengawasi pengeluaran uang untuk kebutuhan perusahaan.

manger administrass  umum dan

at menjadi masukan

bagi direktur dalam melakukan analisis/pengambilan keputusan.
8. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pihak luar
seperti  pemerintah, pihak fiskus atau mahasiswa yang akan

mel akukan penelitian
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9. Mengadakan evaluasi terhadap staf-staf atau karyawan-karyawan
dalam meningkatkan kinerja perusahaan.
[. Staf Administras

1. Melaksanakan kegiatan surat menyurat baik surat masuk maupuan

surat keluar.

N A

-2‘ i
E '
cnr

o
K\

3.  Mengadakan pencatatan dalam bentuk kartu gudang dan kartu bahan

baku yang dibeli dari pemasok.
0. KepaaBagian Akuntansi
1. Mengontrol penyelenggaraan pembukuan dan proses akuntansi

sesual sistem yang berlaku pada PT.Bumi Saran Beton.
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2. Mempersiapkan laporan keuagan setiap periode akuntansi.

3. Menangani administrasi perpajakan.

4. Bertanggungjawab kepada manger administrasi dan keuangan .
p. Staf Akuntansi

1. Melaksanakan pencatatan transaksi keuangan (operasi perusahaan).




BAB V

HASIL PENELITIAN

A. Perencanaan Pajak PT. Bumi Sarana Beton

1. Kebijakan-kebijakan Akuntans yang Diterapkan Perusahaan

Kebijakan akuntansi” perusshaan dalam menjalankan kegiatan

operasinya, antarz

biaya (cost model)
5. Aset tetap lainya disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus

berdasarkan estimasi manfaat masing-masing aset tetap.
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2. Laporan Keuangan Perusahaan
Bagian ini akan menampikan data yang diperoleh dari PT. Bumi
Sarana Beton. Data yang akan ditampilkan adalah laporan keuangan yang

dibuat oleh perusahaan yang terdiri dari Laporan Laba/Rugi Komersia

dan Laporan Posisi Keuangan yang hubungan dengan tahun 2014.

256.100.440

(797.838.309)

(541.737.869)
PENDAPATAN DAN PAJAK PENGHASILA 8.756.732.620
Penghasilan Keuangan 70.346.899
Beban Keuangan (4.756.927.293)
TOTAL PENDAPATAN (BEBAN) KEUANGAN (4.686.580.394)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 4070152226

Sumber: PT Bumi Sarana Beton
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Tabel 4.2
PT BUMI SARANA BETON
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2014
(Disgjikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

JUMLAH ASET LANCAR 73.968.251.158
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 124.242.472.314
JUMLAH ASET 198.210.723.472
JUMLAH LIABIL 127.201.353.360
JUMLAH LIABE / 26.562.352.220
44.438.017.892

198.210.723.472

‘; =
}d"'

-
OreksS ,.i"r, ﬂ-u.. ak disgjikan

\?' e e

!Tiu- I‘i
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berbeda. Oleh karena itu, dasar penentuan PPh berbeda antara perusahaan
dan perpgjakan. Untuk menghitung besarnya PPh Badan yang harus
dibayaroleh perusahaan (PPh terutang) perlu dilakukan penyesuaian-
penyesuaian terhadap akun-akun yang oleh pihak perpajakan tidak diakui

sebagai penghasilan dan beban.



4. Koreks Fiskal
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Pada PT Bumi Sarana Beton, penelitian menentukan adanya

perbedaan waktu sehingga diperlukan koreks fiskal baik positif maupun

negatif. Berikut ini peneliti menyajikan koreks fiskal yang terjadi pada

perusahaan sehingga perhitungan pajak untuk periode 2014.

Tebel 4.3
Perhitungan Neto Fiskal
PT Bumi Sarana Beion
Tahun'Pajak 2014

Laba Komersial

Penyesuaian Fiskal Positif

a. Biayayangdibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan
pemegainig saham, sekutu atau anggota

b.  Pembentukan atau pemupukan dana cadangan

¢ Jumiah yang melebihi kewgjaran yang dibayarkan kepada
pemegang saham/ pifiak yang mempunyal hubugan
istimewa sehubungan denganpekesiaan

d. Harta yang dihibahkan, bantUian eielysumbangan

Pai ak Penghasilan

Gai yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma,

atau CV yang modalnyatidak terbagi ates saham

Sanksi administras

Selisih penyusutan komersial diatas penyusutan fiskal

Selisth amitisas komersia diatas penyusutan fiskal

. Biayayang ditangguhkan pengakuanya

k. Penyesuaian fiskal 'positif lainya

- o

s Qe

— —

JUMLAH
Penyesuaian Fiskal Negatif
Selisih penyusutan komersial dibawah penyusutan fiskal
Selisih amortisasi komersial dibawah penyusutan fiskal
Penghasilan yang ditangguhkan pengakuanya
Pendapatan yag dikenakan PPh Fina
Pendapatan bunga
Penyesuaian fiskal negatif lainya

-0 o0 oo

JUMLAH
LABA KENA PAJAK
Pajak penghasilan terutang sesuai UU PPh Pasal 17
28% x Rp 2.336.550.628

4.070.152.226

108.955.000

1.653.049.039
1.762.004.039

414.455.460

2.980.803.278
70.346.899

3.465.605.637
2.366.550.628
591.637.657

Sumber : PT Bumi Sarana Beton
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Dari data yang diperoleh dari perusahaan dapat dilihat 1aba tahun
berjalan sebelum pajak menurut perusahaan (Laporan Keuangan Komersial)
sebesar Rp 4.070.152.226 sementara penghasilan kena paak setelah
penerapan penyesuaian fiskal diperoleh jumlah laba sebesar Rp
2.366.550.628.

Dalam rangka penerapan. perencanaan pajak, perusahaan dalam hal
ini mangjer keuangan. harus memikirkan-denga baik tindakan/strategi yang
dilakukan _didasarkan pada meiode, rencana atau-logika, sehingga dapat
memenuhi kewajiban perpajakan. perusahaan secara lengkap, benar, dan

tepat wakiu.

B. Strategi Perencanaan Pajpak Untuk Meminimalkan Beban Pajak
Penghasilan PT. Bumi Sarana Beten
Perencanaan pajak pada PT Bumi Sarana Beton dimulal dari upaya
perusahaan dari optimalisasi sumber daya yang dimiliki. Pada kasus ini,
optimalisasl ‘yang dilakukan adalah optimalisast sumber daya keuangan
khususnya di bidang perpajakan. Pada akhir tahun, perusahaan menyusun
laporan keuangan komersial--sesuai-dengan Standar Akuntansi Keuangan
kemudian dibandingkan dengan laporan keuangan fiskal yang sesuai dengan
ketentuan  Undang-Undang  Perpgakan yang berlaku.  Dengan
membandingkan kedua laporan tersebut maka akan timbul koreks fiskal dan
akan terbentuk rekonsilias laporan keuangan komersia dan laporan

keuangan fiskal dari wajib Pajak. Dari rekonsiliasi laporan tersebut akan
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menghasilkan Penghasilan Kena pgjak yang digunakan untuk menghitung
besarnya penghasilan terutang. Dalam upanya memanfaatkan sumber daya
keuangan secara efektif dan efisien khususnya dibidang perpajakan,
perusahaan memerlukan manajemen perpajakan yang baik dan benar karena

perencanaan pajak (tax planning) sangat penting bagi PT Bumi Sarana Beton.

1. MemaksmalakanBiaya Fiskal dan Meminimalkan Biaya yang Tidak
Diperkenankan Sebagai Penguiang
a. - Tunjengan PPh Pasal 21

Perusahaan menggunakan Net Method, yaitu metode pemotongan
PPh-pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja (perusahaan) dengancara
membebankan PPh karyavwerrsehagal beban pajak. Menurut UU PPh Pasal
9 avat (1) huruf h disebutkafi-hanwa beban pajak penghasilan tidak dapat
dikurangkan dalam perhitungan. - Penghasilen = Kena Pajak (PKP)
perusahaan (non deductible expenses). Dengain demikian, perusahaan akan
terkenakoreksi fiskal jika menggunekan metode ini.

PT. Bumi Sarana Beton sebaiknya menggunakan metode gross up
yaitu pemberian dalam beniuk tunjangan pajak. Dengan caraini, PPh Pasal
21 yang ditanggung oleh perusahaan dimasukkan ke dalam unsur ggji
karyawan, sehingga akan menambah biaya gaji yang dikeluarkan oleh
perusahaan. Pemberian dalam bentuk tunjangan pajak dapat diakui sebagai

pengurangan penghasilan bruto untuk menghitung Penghasilan K ena Pajak



66

(PKP) dan berdampak baik bagi perusahaan karena akan mengurangi PPh
terutangnya.
b. BiayaMakan/ Minum

Perusahaan tidak memberikan uang makan siang ataupun
pemberian beras kepada karyawan, tetapi perusahaan memberikan makan
dan minum bersama bagi [Karyawan. Pemberian makan bersama bagi
karyawan bukan_ méerupakan Objek PPh. Pasal 21 karena makan bersama
merupakan-pemberian dalam bentuk’ natura. Dengan demikian dari sis
karyawan wpemberian makan 1ni- tidak’ akan menambeh, PPh Pasal 21
terutang.

Di sisi perusahaan berdasarkan UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf e
menyatakan. pengertian imbalan’-sehubungan dengan pekerjaan’ atau jasa
yang diberikan dalam benetles natura ‘atau kenikmatan tidak dapat
dibebankan sebagai biaya, kecuali penyedian makan dan minum bersama
bagi saluruh karyawan. Artinya membertkan makan dan minum bersama
walaupun bentnya natura dapat dibiayakan oleh-perusahaan (deductible
expenses). Dengan ‘demikian, di sig perusahaan akan mengurangi PPh
Badan yang terutang.

Apabila dibandingkan perlakuan pgak dalam hal pembiayaan
pemberian makan bersama dengan pemberian tunjangan makan berupa
uang kehadiran, maka akan lebih menguntungkan karyawan dan
perusahaan apabila memilih kebijakan pemberian makan bersama karena

dengan memberikan makan bersama bukan merupakan penghasilan bagi
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karyawan, sedangkan apabila diberikan dalam bentuk tunjangan makan,
maka tunjangan makan tersebut menjadi Penghasilan Kena Pagjak bagi
karyawan.

c. BiayaTransportasi

Untuk biaya transportasi karyawan, perusahaan memberikan dalam

bentuk tunjangan tran tunjangan transportasi menurut
Keputusan Direl c 1/PJ/2012 tentang Objek

0]

, A;%:i\ N&P: SS.a
T:‘\\\H‘!:'i tas

an tunjangan tr
sk

2. Pemilihan Metode Akuntans

Ada dua jenis metode penyusutan untuk aset bukan bangunan yang
dibenarkan dalam undang-undang perpagjakan, yaitu metode garis lurus

(straight line) dan metode saldo menurun (double declining). PT. Bumi
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Sarana Beton merupakan metode penyusutan aktiva tetap menggunakan
metode garis lurus. Dalam ha ini perusahaan sudah mengikuti aturan
perpgjakan dengan menggunakan metode tersebut. Hal ini  dapat
membantu dalam penyusunan laporan laba rugi fiskal (perpajakan) karena
tidak perlu melakukan koreksi fiskal terhadap biaya penyusutan.

Akan tetapi, kedua’ metode tersebut sebenarnya mempunyal
kelebihan dan kekurangan masing-masing,“yang tentu sgja pilihan masing-
masing Wajib Pagjak dapat. berbeda mengingat adanya perbedaan
kepentingan-didalamnya. Apabilayang menjadi dasar perbandingan adalah
fator komersial, kedua metode ini akan berbeda kalau dinilal seeara future
value. Seperti yang . dikatakan sebelumnya. bahwa terdapat perbedaan
kepentingan, di satu pihak “dringinkan 1aba tinggl tetapt dipihak lain
dengan adanya laba tinggi™iiti"maka PPh terutang juga menjadi tinggi.
Digkhir penyusutan diketahui bahwa future value dari biaya penyusutan
menggunaka garis lurus lebih rendah dibanding saldo menurun, dalam arti
metode garis lurus menghasilkan |aba yang lebih tinggi dibandingkan
metode saldo menurun-serta akan menghasilkan PPh terutang yang lebih
tinggi pula. Jadi apabila-dinilai-secara future value, penggunaan saldo

menurun akan lebih menghemat PPh terutang perusahaan.

C. Penerapan Perencanaan Pajak Pada PT Bumi Sarana Beton
Perencanaan pajak yang dapat dilakukan pada PT Bumi Sarana Beton

guna menghemat pembayaran pajak kepada negara yaitu dengan mengubah
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metode penghitungan PPh Pasa 21 karyawan yang sebelumnya
menggunakan metode Net Method dimana perusahaan (pemberi Kkerja)
awalnya menanggung PPh Pasal 21 dan tidak dimasukkan ke dalam unsur
penghasilan karyawan diubah menjadi metode gross up dimana pembayaran
PPh Pasal 21 oleh perusahaan diberikan dalam bentuk tujuan pajak dan dapat

dikurangkan dari penghasilan. bruto sehingga otomatis mengurangi

penghasilan kena pajak p

port ‘(/E "@,
s %‘ i
_““jj‘%

.y
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5. Koreks Fiskal Setelah Tax Planning

Berikut adalah koreksi fiskal setelah penerapan perencanaan pajak.

Laba Komersial 4.070.152.226
L aba kena Pajak 2.366.550.628
Tunjanga PPh 21
Tunjangan makan/minum A (149.547.340)
Tunjangan transportasi (275.297.665)
980.600)
/ (533.825.605)
&
Lab ¢ ’ 10 a4 1.832.725.023
= -
S 4 8.181256
i
5 _ . z._._'
{ 7
5 K 2014
%
PE ’
Pend 61.654.893.359
Beban p Ca . (136.070.861.847)
Laba koto : A e n AN OF 25.584.031.512
BEBAN USAHA
Jumlah Beban Usaha 16.285.561.023
L aba Sebelum Pgjak Penghasilan 4.070.152.226
Taksiran Pgjak Penghasilan 458.181.256
Pajak Tangguhan 70.002.265
Laba Setelah Pajak 3.541.968.706

Sumber: Data Perusahaan yang telah di olah



1. Sebelum Perencanaan Pajak (Tax Planning)
PPh terutang tahun 2014 :
25% x Rp 2.366.550.628 = Rp 591.637.628;
Manfaat (beban) pajak tangguhan =

25% x Rp 280.009.059 = Rp 70.002.265;

,‘5 Rp 521.635.396;
(T'ax Planning), laba bersih
A

LabaBersh Komersia :Rp 4.070.152.226
Pajak Penghasilan :Rp (388.178.991)

Laba setelah Pajak :Rp 3.681.973.235
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Dilihat dari data yang telah peneliti olah, terjadi penghematan pajak
(Tax Saving) akibat diterapkanya prencanan yaitu sebesar Rp 133.456.401.
Laba bersih komersial setelah pgjak adalah jumlah uang yang diperoleh
perusahaan setelah dipotong pajak penghasilan sebesar Rp 3.548.516.834.

Penghematan ini dapat terjadi karena ada pos yang dialihkan sebagai
tunjangan makan/minum karyawan, dan

tunjangan seperti, tun; 4-.\.'

tunjangan tradision:

dikoreksi se

W7 s
. /;,,

PPh Badan yang

Rp 2.366.550.628

Penghasilan Kena Paja

PPh Terutang (25%) Rp  591.637.657
Kredit Pajak

PPh Pasal 22, 23, dan 26 Rp  152.308.426
PPh Pasal 25 Rp  120.141.074
PPh Pasal 29 Rp  319.188.157
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Jumlah kewgjiban PPh Badan akan berbeda apabila wajib pajak
menerapkan perencanaan paak secara efektif berdasarkan Peraturan

Perpgakan yang berlaku sehingga dapat menimbulkan penghematan pajak

yang bermanfaat bagi kepentingan perusahaan.

A o) o ¥ .

L@U "’3 § sahaan. Dimana PPh
S |V

ISaNadn Se TAI(:AAN ,.llﬁ:\lﬂ*il'{ pajak sebesar Rp

319.188.157 turun menjadi Rp. 185.731.756 sehingga bisa dilihat dengan jelas

adanya efisiensi atau penghematan pajak sebesar Rp 133.456.401.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan
Penerapan perencanaan pajak yang dilakukan PT Bumi Sarana Beton

Ian badan, perusahaan memiliki

untuk meminimalkan beban pajak

berlaku ternyata perusan

mengikuti semua peraturan yang berlaku.
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. Saran

Dari hasil kegiatan penelitian yang dilakukan, peneliti menyarankan
agar PT Bumi Sarana Beton harus senantiasa mengikuti perkembangan
peraturan-peraturan perpagjakan atau isu-isu yang terkait dengan perpajakan

agar dapat melakukan perencanaan pajak dengan efektif di masa yang akan

datang. Dengan demikian, dperencanaan pajak maka tingkat

u. Badan menjadi semakin
4414,\
dga denelitian sgjenis

kepatuhan PT Bumi_Sa
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PT. BUMI SARANA BETON
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIP
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah)

PENDAPATAN

Pendapatan Bersih 161.654.893.359
Beban Pokok (136.070.861.847)
LABA KOTOR 25.584.031.512

BEBAN USAHA
Pemasaran dan Penjualan
Administrasi dah-Umum
TOTAL BEBAN USAHA

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Pendapatan Lain-lain

Beban Lain-lain

TOTAL PENDAPATAN (BEBAN) LAM-LATN

LABA SEBELUM (BEBAN)/PENGHASILAN PENDAPATAN

DAN PAJAK PENGHASILAN

Penghasilan Keuangan

Beban Keuangan

TOTAL PENDAPATAN (BEBAN) KEUANGAN
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

BEBAN PAJAK PENGHASILAN
Beban Pajak Kini
Penghasilan (beban) Pajak Tangguhan

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
Pendapatan Komprehensif Lainya
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Laba (rugi) Per Saham Dasar

3.089.044.413
13.196.516.610
16.285.561.023

256.100.440
(797.838.309)
(541.737.869)

8.756.732.620
70.346.899
(4.756.927.293)

(4.686.580.394)
4.070.152.226

(1.159.799.761)

(847.516.869)

2.062.835.595

2.062.835.595

82.513

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan




PT BUMI SARANA BETON
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

ASET
ASET LANCAR
Kas dan setara kas 790,829,058,261
Piutang usaha 2,410,000,000
Pihak ketiga bersih
Pihak berelasi 67,845,715,167
Persediaan 9,875,963,543

7,479,092,957

,637331,312
63,378,455,124

Kas yang dibatas
Jumlah Aset Tic

JUMLAH ASET 3,637,985,588,719

3,866,049,355

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang bank jangka pendek 88,057,008,451
Utang usaha 24,077,429,894
Pihak ketiga 16,554,395,229
Pihak berelasi 17,987,511,816




Uang muka penjualan
Utang pajak
Beban akrual
Liabilitas jangka panjang yang tempo
Kurang dari satu tahun
Utang bank
Utang sewa pembiayaan
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

LIABILITAS JANGKA PANJAN

111,235,498,173
67,085,805,308

191,970,000,000
466,738,588
1,495,044,880
527,711,237,337




STRUKTUR ORGANISASI PT. BUMI SARANA BETON

Mangjer Operasiona Mangjer Akunting

Ir. Budi Harsana Yusniati, SE.Ak
1 |

|
Ka. Unit Bata Ringan
Koord. Produksi
Ka. Unit Prakcetak
Ka Unit Crusher Lonjoboko
Ka. Unit Crusher SBT
Ka. Unit Readv Mix

|
Kabag. Akunting
Kabak. Perpajakan

Manger SDM & Umum
Muh. Amin Hasaning
|
Kabag. HI & Umum
Kabag. Pengembangan SDM

Manajer Pemasaran
Syatir, ST

Gambar 4.1 : struktur organisasi PT. BUMI SARANA BETON
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